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Pendahuluan

Wakil kepala sekolah merupakan posisi strategis pada sebuah lembaga pendidikan. Salah satu peran yang
diemban oleh wakil kepala sekolah adalah sebagai instructional leader atau pemimpin pembelajaran. Wakil
kepala sekolah yang berperan sebagai instructional leader dikenal sebagai wakil kepala sekolah bidang
kurikulum. Namun tidak seperti kepala sekolah, penelitian-penelitian mengenai peran wakil kepala sangat
jarang dilakukan (Carpenter, Bukoski, Berry, & Mitchell, 2017; Oleszewski, Shoho, & Barnett, 2012).
Minimnya penelitian-penelitian terkait wakil kepala sekolah membuat visibilitas fungsional peran kepala
sekolah yang rendah (Barnett, Shoho, & Okilwa, 2017). Padahal peran seorang instructional leader sangat
krusial dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah.

Jabatan wakil kepala sekolah pada institusi pendidikan bukanlah hal yang langka ditemui, namun di
Indonesia sendiri wakil kepala sekolah di jenjang sekolah dasar tidak begitu banyak. Pembentukan wakil
kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan
melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 372 Tahun 2016. Pada Pergub tersebut dijelaskan bahwa
kepala sekolah berhak untuk menunjuk paling banyak dua orang wakil kepala sekolah untuk membantu
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memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah. Dua tugas yang didelegasikan pada
wakil kepala sekolah adalah tugas yang berkaitan dengan bidang kurikulum dan tugas yang berkaitan dengan
bidang kesiswaan. Jabatan wakil kepala sekolah merupakan jabatan yang diampu oleh guru yang diberi tugas
tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jabatan ini merupakan jabatan transisi, artinya adanya perubahan
tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai dari seorang guru yang bertugas mengajar menjadi seorang wakil
kepala sekolah yang bertugas dalam urusan administratif. Searby dan Armstrong (2016) menyatakan bahwa
untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, wakil kepala sekolah perlu diberikan persiapan yang tepat.
Persiapan yang dapat dilakukan dalam menduduki jabatan wakil kepala sekolah adalah melalui pendidikan
dan pelatihan (diklat).

Diklat wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk dilakukan.
Hal ini disebabkan jabatan wakil kepala sekolah bidang kurikulum adalah jabatan yang tergolong baru pada
jenjang sekolah dasar, berbeda dengan jenjang sekolah menengah dan kejuruan. Hal ini sejalan dengan
pernyataan bahwa diklat dapat membantu pegawai dalam meningkatkan kompetensi guna peningkatan karir
pegawai (Xie, Zhu, & Qi, 2020). Di Provinsi DKI Jakarta, jabatan wakil kepala sekolah bidang kurikulum
merupakan jabatan yang baru. Semenjak penunjukkan pengangkatan wakil kepala sekolah bidang kurikulum
dari tahun 2016 hingga sekarang, belum pernah dilaksanakan diklat kompetensi bagi jabatan wakil kepala
sekolah bidang kurikulum. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa diklat wakil kepala sekolah bidang
kurikulum penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi guru dengan tugas tambahan sebagai
wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

Diklat yang baik adalah diklat yang mampu meningkatkan kinerja pegawai (peserta diklat). Terdapat
beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan diklat. Menurut EL. Hajjar dan Alkhanaizi (2018) diklat yang
efektif adalah diklat yang tahap perencanaan dan pengembangannya digarap dengan baik. Salah satu tahap
dalam perencanaan diklat adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan peserta diklat (Sinambela,
2019). Analisis kebutuhan diklat sangat penting dilakukan agar diklat yang diberikan tepat sasaran dan sesuai
dengan permasalahan kinerja yang terjadi dalam organisasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Desimone,
Werner, dan Harris (2001) yang menyatakan bahwa diklat dapat dikatakan efektif jika dapat menyelesaikan
permasalahan yang sedang dihadapi, mencegah terjadinya permasalahan yang mungkin terjadi, dan
memberikan manfaat bagi organisasi. Sementara itu, Rusman (2018) memaparkan bahwa analisis kebutuhan
diklat perlu dilakukan untuk mempermudah tenaga diklat dalam menyusun kebutuhan diklat. Dapat
disimpulkan bahwa kegiatan analisis kebutuhan diklat merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam
pengembangan kurikulum diklat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan diklat
berupa kebutuhan kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada jenjang sekolah dasar.

Method

Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Responden penelitian adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum jenjang sekolah dasar di
lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat wilayah II, yang terdiri dari empat
wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, dan Kemayoran. Populasi
responden penelitian adalah 68 orang. Responden penelitian dipilih menggunakan teknik proportionate
stratified random sampling melalui rumus Slovin dengan galat kesalahan 0.05. Dari perhitungan tersebut,
didapatkan jumlah sampel sebanyak 58 orang yang terdiri dari 33 orang responden berasal dari Kecamatan
Kemayoran, 7 orang responden berasal dari Kecamatan Johar Baru, 9 orang responden berasal dari
Kecamatan Cempaka Putih, dan 9 orang responden berasal dari Kecamatan Senen.

Penelitian terkait analisis kebutuhan diklat wakasek bidang kurikulum ini menggunakan pendekatan
pragmatik. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian terkait analisis kebutuhan desain
diklat membutuhkan data yang akurat berdasarkan bukti empiris dan terukur mengenai kebutuhan pegawai
(kuantitatif).

Kuesioner penelitian dibuat dengan tujuan untuk mengukur capaian indikator kompetensi wakil kepala
sekolah bidang kurikulum. Kisi-kisi kuesioner mengacu pada kompetensi wakil kepala sekolah yang tertuang
pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional guru dan Angka Kredit. Dalam permendiknas tersebut dijelaskan bahwa kompetensi
wakil kepala sekolah terdiri dari kompetensi kepribadian dan sosial, kompetensi kepemimpinan, kompetensi
pengembangan sekolah/madrasah, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi bidang tugas (kurikulum).
Setiap Kompetensi tersebut terdiri dari indikator-indikator kompetensi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian telah diujicobakan pada sampel terbatas sebanyak 25 orang.
Instrumen uji coba terdiri dari 70 aitem pernyataan meliputi 15 aitem pernyataan kompetensi kepribadian dan
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sosial, 21 aitem pernyataan kompetensi kepemimpinan, 14 aitem pernyataan kompetensi pengembangan
sekolah/madrasah, 10 aitem pernyataan kompetensi kewirausahaan, dan 10 aitem pernyataan kompetensi
bidang tugas. Dari 70 aitem pernyataan didapatkan 42 aitem valid yang terdiri dari 10 aitem pernyataan
kompetensi kepribadian dan sosial, 11 aitem pernyataan kompetensi kepemimpinan, 9 aitem pernyataan
kompetensi pengembangan sekolah/madrasah, 6 aitem pernyataan kompetensi kewirausahaan, dan 6 aitem
pernyataan kompetensi bidang tugas. Aitem-aitem valid tersebut kemudian diuji reliabilitasnya. Hasil uji
reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha menunjukkan bahwa instrumen kompetensi kepribadian dan
sosial bernilai 0.915, kompetensi kepemimpinan bernilai 0.925, kompetensi pengembangan sekolah/madrasah
bernilai 0.890, kompetensi kewirausahaan bernilai 0.830, dan kompetensi bidang tugas bernilai 0.861. Dapat
dilihat bahwa instrumen yang digunakan telah valid dan reliabel.

Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis data univariat. Interpretasi skor jawaban dari
kuesioner yang disebar tersebut kemudian dihitung dan dirata-ratakan berdasarkan indikator-indikator
kompetensi. Responden disimpulkan telah menguasai kompetensi dengan baik bila telah memenuhi nilai rata-
70%. Kesenjangan kompetensi dilihat dari persentase capaian indikator kompetensi yang dicapai oleh
responden, yang nantinya akan direkomendasikan sebagai kebutuhan-kebutuhan diklat wakil kepala sekolah
bidang kurikulum.

Ketercapaian kompetensi pula dilihat dari jumlah indikator yang berhasil dicapai. Kompetensi dikatakan
tidak tercapai apabila terdapat dua atau lebih indikator bernilai kurang dari 70%. Hal ini mengacu pada
Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa seorang ASN harus memenuhi
persyaratan penguasaan seluruh indikator. baik kompetensi teknis, manajerial, maupun sosio kultural. Dengan
asumsi bahwa jika terdapat satu indikator kompetensi yang belum tercapai, maka penguatan indikator
kompetensi dapat dilakukan melalui program mentoring/coaching oleh atasan (kepala sekolah). Sementara
itu, jika terdapat dua atau lebih indikator kompetensi yang belum tercapai, maka penguatan penguasaan
kompetensi dapat dilakukan melalui program diklat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang berhasil dihimpun dari penyebaran kuesioner penguasaan kompetensi wakil kepala
sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Wilayah II,
dipaparkan sebagai berikut.

Kompetensi kepribadian dan sosial

Kompetensi kepribadian dan sosial terdiri dari tujuh indikator diantaranya 1) berakhlak mulia,
mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di
sekolah/madrasah (KS1); 2) melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil kepala sekolah dengan
penuh kejujuran, ketulusan, komitmen, dan integritas (KS2); 3) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagai wakil kepala sekolah/madrasah (KS3); 4) mengendalikan diri dalam menghadapi
masalah dan tantangan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah (KS4); 5) berpartisipasi dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan (KS5); 6) tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau kelompok lain (KS6); dan
mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka
mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah (KS7). Persentase capaian
indikator kompetensi kepribadian dan sosial tertuang pada grafik 1.
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Grafik 1. Diagram batang persentase capaian indikator kompetensi kepribadian dan sosial.
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Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator kompetensi kepribadian dan sosial telah tercapai
dengan baik, hal ini dapat dilihat pada grafik 1, di mana nilai rata-rata capaian indikator kompetensi
kepribadian dan sosial, baik pada responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana maupun magister, telah
berada pada nilai persentase di atas 70%. Persentase tertinggi pada responden sarjana sebanyak 96% terdapat
pada indikator KS1 yaitu berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi
teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. Sementara itu, persentase tertinggi pada
responden magister sebanyak 93% terdapat pada indikator KS2 yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagai wakil kepala sekolah dengan penuh kejujuran, ketulusan, komitmen, dan integritas. Mayoritas kedua
responden, baik dengan kualifikasi pendidikan sarjana maupun magister, telah memperoleh capaian indikator
kompetensi lebih dari 75%.

Kompetensi kepemimpinan

Kompetensi kepemimpinan terdiri dari sepuluh indikator diantaranya 1) bertindak sesuai dengan visi dan misi
sekolah/madrasah (P1); 2) merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai
standar yang tinggi (P2); 3) mengembangkan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran (learning
organization) (P3); 4) menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi
pembelajaran (P4); 5) memegang teguh tujuan sekolah dengan menjadi contoh dan bertindak sebagai
pemimpin pembelajaran (P5); 6) melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif (P6); 7) membangun rasa saling
percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan kolaborasi yang kuat di antara warga
sekolah/madrasah (P7); 8) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi
pembelajar yang efektif (P8); 9) mengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi,
misi, dan tujuan sekolah (P9); dan 10) mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya
secara optimal (P10). Persentase capaian indikator kompetensi kepemimpinan tertuang pada grafik 2.

100%
90%
80%

70%
60%
50% W Sarjana
40% Magister
30%
20%
10%
0
PL P2 P3 P4 PS5 P6 P7 P8 P9 PI0

Grafik 2. Diagram batang nilai persentase capaian indikator kompetensi kepemimpinan
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Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator kompetensi kepemimpinan belum tercapai
dengan baik pada responden dengan kualifikasi sarjana, hal ini dapat dilihat pada grafik 2. Responden dengan
kualifikasi pendidikan sarjana hanya mampu memenuhi enam dari sepuluh capaian indikator. Terdapat empat
indikator kompetensi kepemimpinan memiliki persentase capaian kurang dari 75% diantaranya indikator
merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai standar yang tinggi (P2),
mengembangkan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran (learning organization) (P3), memegang
teguh tujuan sekolah dengan menjadi contoh dan bertindak sebagai pemimpin pembelajaran (P5), dan
mengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah (P9).
Persentase capaian indikator tertinggi pada responden dengan kualifikasi sarjana adalah 83% pada indikator
P8 yaitu bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang
efektif.

Sementara itu, responden dengan kualifikasi pendidikan magister berhasil mencapai sembilan dari sepuluh
indikator kompetensi kepemimpinan. Hanya satu indikator yang nilai capaiannya kurang dari 70% yaitu
indikator mengembangkan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran (learning organization) (P3),
sedangkan persentase capaian indikator tertinggi terdapat pada indikator P7 yaitu membangun rasa saling
percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan kolaborasi yang kuat di antara warga
sekolah/madrasah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dengan kualifikasi sarjana
memiliki gap atau kesenjangan kompetensi yang lebih besar dibandingkan responden dengan kualifikasi
magister.
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Kompetensi pengembangan sekolah/madrasah

Kompetensi pengembangan sekolah/madrasah terdiri dari tujuh indikator diantaranya 1) menyusun rencana
pengembangan sekolah/madrasah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam rangka mencapai visi, misi,
dan tujuan sekolah/madrasah (PS1); 2) mengembangkan struktur organisasi sekolah/madrasah yang efektif
dan efisien sesuai dengan kebutuhan (PS2); 3) melaksanakan pengembangan sekolah/madrasah sesuai dengan
rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju tercapainya visi, misi, dan tujuan
sekolah (PS3); 4) mewujudkan peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi, misi, tujuan
sekolah dan standar nasional pendidikan (PS4); 5) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat (PS5); 6) merencanakan dan
menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan (PS6); dan 7) melaksanakan penelitian tindakan
sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah/madrasah (PS7). Persentase capaian indikator
kompetensi pengembangan sekolah/madrasah tertuang pada grafik 3.
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Grafik 3. Diagram batang nilai persentase capaian indikator kompetensi pengembangan sekolah/madrasah
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Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator kompetensi pengembangan sekolah belum
tercapai dengan baik pada responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana sebagaimana yang tertuang pada
grafik 3. Responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana hanya mampu memenuhi empat dari tujuh capaian
indikator. Terdapat tiga indikator kompetensi pengembangan sekolah yang memiliki persentase kurang dari
70% yaitu indikator menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah jangka panjang, menengah, dan
pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah (PS1), melaksanakan pengembangan
sekolah/madrasah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju
tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah (PS3), dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat (PS5). Persentase tertinggi
capaian indikator kompetensi pengembangan sekolah pada responden berkualifikasi pendidikan sarjana
terdapat pada indikator PS6 yaitu merencanakan dan menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan
pelaporan.

Sementara itu, responden dengan kualifikasi pendidikan magister berhasil mencapai enam dari tujuh
indikator kompetensi pengembangan sekolah. Hanya satu indikator yang nilai capaiannya kurang dari 70%
yaitu indikator melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja
sekolah/madrasah (PS7) yaitu sebesar 69%, sedangkan persentase capaian indikator tertinggi terdapat pada
indikator PS2 yaitu mengembangkan struktur organisasi sekolah/madrasah yang efektif dan efisien sesuai
dengan kebutuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dengan kualifikasi sarjana
memiliki gap atau kesenjangan kompetensi yang lebih besar dibandingkan responden dengan kualifikasi
magister.

Kompetensi kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan terdiri dari lima indikator diantaranya 1) menciptakan inovasi yang bermanfaat
bagi pengembangan sekolah/madrasah (W1); 2) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran (W2); 3) memotivasi warga
sekolah untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing (W3); 4) pantang
menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah
(W4); dan 5) menerapkan nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah/madrasah
(W5). Persentase capaian indikator kompetensi pengembangan sekolah/madrasah tertuang pada grafik 4.
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Grafik 4. Diagram batang nilai persentase capaian indikator kompetensi kewirausahaan

Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator kompetensi kewirausahaan belum tercapai
dengan baik pada responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana sebagaimana yang tertuang pada grafik 4.
Responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana hanya mampu memenubhi tiga dari lima capaian indikator.
Terdapat dua indikator kompetensi kewirausahaan yang memiliki persentase kurang dari 70% yaitu indikator
menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah/madrasah (W1) dan indikator memiliki
motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin
pembelajaran (W2). Persentase tertinggi capaian indikator kompetensi kewirausahaan pada responden
berkualifikasi pendidikan sarjana terdapat pada indikator W5 yaitu menerapkan nilai dan prinsip-prinsip
kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah/madrasah.

Sementara itu, responden dengan kualifikasi pendidikan magister berhasil mencapai empat dari lima
indikator kompetensi kewirausahaan. Hanya satu indikator yang nilai capaiannya kurang dari 70% yaitu
indikator menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah/madrasah (W1), sedangkan
persentase capaian indikator tertinggi terdapat pada indikator W3 yaitu memotivasi warga sekolah untuk
sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan W4 yaitu pantang menyerah dan
selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. Dari hasil
penyebaran kuesioner, dapat disimpulkan bahwa responden dengan kualifikasi sarjana memiliki gap atau
kesenjangan kompetensi yang lebih besar dibandingkan responden dengan kualifikasi magister pada
penguasaan kompetensi kewirausahaan.

Kompetensi bidang tugas

Kompetensi bidang tugas terdiri dari lima indikator diantaranya 1) Mengelola dan mendayagunakan pendidik
dan tenaga kependidikan secara optimal (BT1); 2) memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan
pembelajaran (BT2); 3) menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme
guru (BT3); 4) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik
supervisi yang tepat (BT4); dan 5) menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru (BT5). Nilai rata-rata capaian indikator kompetensi bidang tugas tertuang
pada grafik 5.

Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator kompetensi bidang tugas belum tercapai dengan
baik, hal ini dapat dilihat pada grafik 4. Responden dengan kualifikasi pendidikan magister telah mencapai
nilai rata-rata 3.500 pada tiga indikator kompetensi, namun terdapat dua indikator kompetensi bidang tugas
yang belum tercapai yaitu indikator BT1 dan BT4. Responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana telah
memenuhi tiga dari lima capaian indikator. Terdapat dua indikator kompetensi bidang tugas yang belum
tercapai oleh responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana, yaitu indikator BT4 dan BT5.

Berdasarkan sebaran kuesioner diketahui bahwa indikator kompetensi bidang tugas belum tercapai dengan
baik pada responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana sebagaimana yang tertuang pada grafik 3.
Responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana hanya mampu memenuhi tiga dari lima capaian indikator.
Terdapat dua indikator kompetensi bidang tugas yang memiliki persentase kurang dari 70% yaitu indikator
melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang
tepat (BT4) dan indikator menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru (BT5). Persentase tertinggi capaian indikator kompetensi bidang tugas pada
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responden berkualifikasi pendidikan sarjana terdapat pada indikator BT2 yaitu memanfaatkan teknologi
secara efektif dalam kegiatan pembelajaran.

100%
90%
80%

70%
60%
50% W Sarjana
40% Magister
30%
20%
10%

0%

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Grafik 5. Diagram batang nilai persentase capaian indikator kompetensi bidang tugas

Hal yang sama terjadi pada responden dengan kualifikasi pendidikan magister. Dari lima indikator,
responden berkualifikasi pendidikan magister hanya mampu menguasai tiga indikator kompetensi. Terdapat
dua indikator yang nilai capaiannya kurang dari 70% yaitu indikator mengelola dan mendayagunakan
pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal (BT1) dan indikator melaksanakan supervisi akademik
terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat (BT4). Persentase capaian
indikator tertinggi terdapat pada indikator BT2 yaitu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan
pembelajaran dan BT3 yaitu menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan
profesionalisme guru. Dari penjelasan yang telah dipaparkan terlihat kedua responden, baik yang
berkualifikasi pendidikan sarjana maupun magister memiliki gap atau kesenjangan kompetensi yang perlu
diperbaiki melalui program pendidikan dan pelatihan pegawai penguasaan kompetensi wakil kepala sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian memberikan temuan bahwa wakil kepala sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas
pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat wilayah II masih memerlukan diklat penguatan pada beberapa
kompetensi wakil kepala sekolah. Hasil penyebaran kuesioner memberikan hasil bahwa terdapat kesenjangan
pada beberapa capaian indikator kompetensi responden. Kesenjangan paling besar terlihat pada kompetensi
kepemimpinan, kompetensi pengembangan sekolah/madrasah, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi
bidang tugas.

Penguasaan capaian indikator kompetensi kepemimpinan responden berkualifikasi pendidikan sarjana
memiliki gap yang cukup besar dibandingkan dengan responden berkualifikasi pendidikan magister.
Responden berkualifikasi pendidikan sarjana masih belum menguasai empat dari sepuluh indikator
kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan merupakan kompetensi yang penting dimiliki oleh
seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum. wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki peran
sebagai instructional leader di sekolah perlu memiliki kepemimpinan yang baik. Hoy dan Miskel (2006)
menyatakan bahwa instructional leadership sebagai sebuah bentuk kepemimpinan tertentu yang menekankan
pada peningkatan teknis kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang
instructional leader harus dapat mendayagunakan seluruh aspek di sekolah dalam rangka meningkatkan prestasi
akademik siswanya.

Pada hasil penelitian terlihat bahwa penguasaan capaian indikator kompetensi pengembangan sekolah dari
responden berkualifikasi pendidikan sarjana memiliki kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan
responden dengan jenjang pendidikan magister. Dari tujuh indikator kompetensi pengembangan sekolah,
terdapat tiga indikator yang belum tercapai. Berbeda dengan responden dengan kualifikasi magister, di mana
hanya satu dari tujuh indikator yang belum tercapai. Dapat disimpulkan bahwa wakil kepala sekolah bidang
kurikulum dengan kualifikasi pendidikan sarjana masih membutuhkan penguatan diklat kompetensi
pengembangan sekolah. Indikator yang masih perlu dikuatkan pada kompetensi pengembangan sekolah
adalah indikator menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah jangka panjang, menengah, dan
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pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah (PS1), melaksanakan pengembangan
sekolah/madrasah sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek sekolah menuju
tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah (PS3), dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat (PS5).

Kompetensi pengembangan sekolah merupakan kompetensi yang penting dimiliki oleh wakil kepala
sekolah bidang kurikulum. Kompetensi pengembangan sekolah memungkinkan wakil kepala sekolah untuk
dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagai dasar menyusun program
kerjanya. Hal ini perlu dilakukan agar program kerja yang telah dirancang sejalan dengan rencana kerja
sekolah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Sagala (2004) bahwa rencana kerja pengembangan sekolah
perlu disusun dengan baik agar segala keputusan yang diambil akan mengarah pada pemenuhan tujuan
sekolah. Morgan (2018) menjelaskan bahwa wakil kepala sekolah harus terlibatan aktif dalam peningkatan
dan pengembangan sekolah.

Hasil perhitungan kuesioner pada capaian indikator kompetensi kewirausahaan menunjukkan bahwa
responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana masih memiliki kesenjangan penguasaan kompetensi
kewirausahaan. Hal ini terlihat dari penguasaan kompetensi kewirausahaan yang belum tercapai dengan baik.
Dari lima indikator, terdapat dua indikator yang belum tercapai. Sementara itu, responden dengan kualifikasi
magister berhasil menguasai empat indikator dari lima indikator kompetensi. Meskipun selisih penguasaan
indikator kompetensi dari kedua responden tidak begitu signifikan, namun penguasaan indikator kompetensi
pada pegawai merupakan suatu keharusan, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang ASN Nomor 5
Tahun 2014. Peresentase total penguasaan kompetensi kewirausahaan pada responden berkualifikasi
pendidikan sarjana adalah 72%, sedangkan pada responden berkualifikasi pendidikan magister adalah 80%.
Dengan demikian, bagi responden dengan kualifikasi pendidikan magister, bentuk penguatan indikator
kompetensi yang belum dikuasai dapat dilakukan melalui kegiatan non diklat seperti coaching bersama kepala
sekolah, sementara itu bagi responden dengan kualifikasi pendidikan sarjana perlu diberikan penguatan
kompetensi kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kompetensi kewirausahaan dibutuhkan oleh wakil kepala sekolah untuk menciptakan kebaruan dalam
rangka mengembangkan sekolah ke arah yang lebih baik. Kompetensi kewirausahaan yang baik dapat
memicu perubahan yang berorientasi masa depan berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Hal ini diperkuat
oleh Wibowo dan Saptono (2017) yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepemimpinan
kewirausahaan di sekolah, dapat membangun budaya kerja inovasi diantara warga sekolah guna mencapai
tujuan sekolah. Sejalan dengan itu, Lian, Kristiawan, dan Fitriya (2018) menjelaskan bahwa kompetensi
kewirausahaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Penelitian lain mengungkapkan bahwa
kepemimpinan kewirausahaan mempengaruhi perilaku inovatif pegawai (Hammond, Neff, Farr, Schwall, &
Zhao, 2011; Miao, Newman, Schwarz, & Cooper, 2018). Kompetensi kewirausahaan dibutuhkan oleh warga
sekolah, agar sekolah dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar (Mikhailovna, Leonidovna,
Khasanovna, & Yaroslavskaya, 2020).

Kompetensi bidang tugas merupakan kompetensi yang hanya dimiliki oleh wakil kepala sekolah, berbeda
dengan kompetensi lainnya yang juga adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah.
Kompetensi bidang tugas terdiri dari kompetensi bidang tugas: akademik/kurikulum, kesiswaan, sarana dan
prasarana, serta hubungan masyarakat. Bagi wakasek kurikulum, kompetensi bidang tugas yang harus dimiliki
tentu adalah kompetensi bidang tugas akademik/kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
kompetensi bidang tugas responden belum tercapai dengan baik. Hal ini terjadi, baik pada responden dengan
jenjang pendidikan sarjana, maupun jenjang pendidikan magister. Kesenjangan penguasaan kompetensi
bidang tugas dialami oleh responden pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Kedua responden hanya
menguasai tiga indikator kompetensi bidang tugas. Dengan demikian, baik responden dengan kualifikasi
pendidikan sarjana maupun magister, keduanya perlu mendapatkan diklat penguatan kompetensi bidang
tugas.

Kompetensi bidang tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum adalah kompetensi yang diperlukan bagi
wakil kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Salah satu tugas pokok
wakil kepala sekolah bidang kurikulum adalah melaksanakan supervisi akademik. Supandi (1996) menyatakan
bahwa supervisi yang dilakukan di sekolah berdasarkan dua kriteria yaitu pengembangan kurikulum dan
pengembangan personal. Supervisi akademik merupakan proses yang dilakukan dalam pengembangan
kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Kristiawan, Yuniarsih, dan Fitria (2019) menjelaskan bahwa fokus utama dalam supervisi akademik
adalah supervisi klinis dan supervisi kelas. Supervisi klinis merupakan sebuah bentuk supervisi yang terfokus
pada meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (Asmendri, 2012). Proses supervisi klinis adalah melalui
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siklus yang sistematik, dimulai dari perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif dan cermat terkait
penampilan mengajar yang nyata, dan bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.
Sedangkan supervisi kelas adalah bentuk supervisi yang terfokus pada guru, guna meningkatkan kinerja guru
dalam mengajar (Kristiawan et al., 2019). Kedua proses supervisi akademik ini perlu dilaksanakan oleh wakil
kepala sekolah bidang kurikulum, dalam hal ini kepala sekolah mendelegasikan tanggung jawab supervisi
akademik kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum agar terjadi perbaikan proses dan hasil belajar siswa
di sekolah.

Kompetensi bidang tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum pun menempatkan wakil kepala sekolah
sebagai seorang pemimpin instruksional atau instructional leader di sekolah. Kepemimpinan instruksional di
sekolah dapat dilaksanakan oleh guru dengan jabatan tambahan sebagai wakil kepala sekolah (Gawlik, 2018).
Sebagai pegawai yang mengalami transisi jabatan dari guru menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
maka pendidikan dan pelatihan penguasaan kompetensi sangat dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh L.
Searby, Browne-Ferrigno, dan Wang (2017) menyatakan bahwa pendampingan persiapan tugas jabatan
sebagai wakil kepala sekolah lebih mayoritas dilakukan dalam pertemuan informal dengan kepala sekolah.
Lebih lanjut Searby, dkk. menjelaskan bahwa 63% responden wakil kepala sekolah tidak memahami tugasnya
sebagai seorang pemimpin instruksional sehingga diklat khusus mengenai penguasaan kompetensi bidang
tugas perlu dilakukan.

Program persiapan wakil kepala sekolah bukanlah hal yang baru dilakukan (Gurley, Anast-May, & Lee,
2015). Dalam penelitiannya Gurley dkk menjelaskan penelitian yang dilakukan pada program persiapan wakil
kepala sekolah di Alabama. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pegawai yang mengikuti program
tersebut mengalami peningkatan pada keterampilan kepemimpinan instruksional, pengembangan perspektif
kelembagaan, keterampilan kolaboratif, dan pertumbuhan kepercayaan dalam kemampuan untuk
mengkonseptualisasikan peran dan bertindak sebagai wakil kepala sekolah yang sukses.

Hasil analisis kebutuhan dari penelitian memberikan rekomendasi-rekomendasi diklat kompetensi yang
dapat diselenggarakan guna meningkatkan kinerja wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Rekomendasi
diklat yang dapat dilakukan bagi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan kualifikasi pendidikan
sarjana adalah diklat penguatan kompetensi kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, dan
bidang tugas. Rekomendasi diklat bagi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan kualifikasi pendidikan
magister adalah diklat penguatan kompetensi bidang tugas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis kebutuhan diklat wakil kepala sekolah,
dapat disimpulkan bahwa penguasaan kompetensi kepribadian dan sosial dari responden telah tercapai
dengan baik sehingga tidak diperlukan diklat penguatan kompetensi kepribadian dan sosial. Namun demikian,
masih terdapat beberapa kompetensi yang belum tercapai dengan baik. Berdasarkan analisis kesenjangan
kompetensi dilihat dari jenjang pendidikan responden (calon peserta diklat), diperoleh rekomendasi diklat
yang wajib dilaksanakan untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Rekomendasi diklat-diklat yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1) Diklat wajib bagi wakil kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan
sarjana (Diklat kompetensi kepemimpinan; Diklat kompetensi pengembangan sekolah/madrasah; Diklat
kompetensi kewirausahaan; dan Diklat kompetensi bidang tugas (kurikulum); 2) Diklat wajib bagi wakil
kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan magister adalah diklat kompetensi bidang tugas (kurikulum).
Hasil penelitian berupa analisis kebutuhan pelatihan dapat berimplikasi pada perencanaan diklat wakil kepala
sekolah bidang kurikulum di lingkungan suku dinas pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat wilayah II.
Rekomendasi diklat kompetensi wakil kepala sekolah yang terdapat penelitian dapat dijadikan masukan
sebagai pertimbangan dalam merencanakan diklat kompetensi wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
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